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Abstract: Discussing the headscarf as a dress model in Islam is  
truely like talking about  an outdated case because so many academ-
ics both from the West and the Islamic world itself has discussed it 
before. Yet, when confronted with the theoretical framework and ap-
proach or contemporary perspective, probably there is still academ-
ic space that can be used as a basis of analysis of long debate related 
to the jilbab, khima>r, muqna’, or clothing that  are believed having 
value of shar’i > (Islamic laws). This paper attempts to explore, within 
its limitations, the concept of the veil/ headscarf through the think-
ing of Muh }ammad Sa’i> d al-’Asthma > wi> which are categorized by 
Wael B. Halla>q as a person in the area of liberal Islam. Through the 
theoretical framework of law, by using the historical approach of as-
sets of jurisprudence ( us}u>l al-fiqh), al-’Asthma> wi>, the writer tries 
to position the concept of veil in Islamic teaching which  is different 
from other islamic thinkers.
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Abstrak: Membincang jilbab sebagai sebuah model pakaian dalam 
Islam sejatinya merupakan perbincangan yang –mungkin- sudah 
usang karena sangat banyak akademisi baik dari dunia Barat mau-
pun dari dunia Islam sendiri yang telah mendiskusikannya. Namun, 
ketika dihadapkan dengan theoretical framework dan pen dekatan 
atau perspektif kontemporer, mungkin masih tersisa ruang akademis 
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yang dapat dijadikan basis analisis terhadap perdebatan panjang ter-
kait jilbab, khima>r, muqna’, atau pakaian yang diyakini sebagai hal 
yang memiliki nilai shar‘i > ini. Tulisan ini mencoba untuk menelusuri, 
dengan keterbatasan yang ada, konsep jilbab melalui pemikiran 
Muh}ammad Sa‘i>d al-‘Asma>wi> yang dikategorikan Wael B. Halla >q 
sebagai seorang berada pada wilayah liberalis Islam. Melalui 
theoretical framework hukum, dengan meng gunakan pendekatan 
sejarah dan us}u>l al-fiqh, al-’Asma >wi> mencoba memposisikan konsep 
jilbab dalam ajaran Islam secara berbeda dengan pemikir lain.
Keywords: jilbab, hija>b, shari>‘ah, perbedaan status wanita 

PENDAHULUAN
Hukum Islam, dari aspek metodologis, dapat dipahami sebagai 
hukum yang tidak saja berdasar al-Qur’a>n sebagai sumber primer, 
tetapi juga berdasar sunnah Nabi sebagai sumber skunder melalui 
operasi proses penalaran kreatif atau ijtihad.1 Al-Qur’a>n sebagai 
kitab suci dan sumber hukum diyakini umat Islam sebagai ajar-
an yang kebenarannya tidak saja karena esensi, universalitas, dan 
kesederhanaannya, tetapi juga karena karakter inklusifnya terhadap 
sistem religi sebelumnya,2 serta kemampuannya untuk me respon 
perubahan dan perkembangan. Dalam wilayah hukum Islam, 
terdapat banyak sekali varian teoretisi hukum baik klasik mau-
pun kontemporer yang, melalui epistem yang dibangunnya, meng-
konstruk definisi, deskripsi, dan aplikasi beragam teori hukum dalam 
banyak entitas yang menjadi kecenderungan yang dimiliki masing-
masing teoretisi. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer di 
dunia Islam, khususnya dunia Arab, semakin nampak jelas dan me-
maksa para pemikir Islam Arab –dan beberapa pemikir non Islam- 
sejak “Arab” sebagai bangsa dikalahkam Israel dalam perang yang 
hanya berlangsung selama enam hari pada bulan Juni 1967. 

Kekalahan tersebut, menurut Issa J. Boullata, merupakan se-
buah kejutan (shock) yang menjadi suplemen pada sejumlah bangsa 
Arab termasuk para pemikirnya untuk merenungkan kembali 
kajian berbagai pemikiran yang mereka miliki. Beragam pemikir-

1Ghufron A. Mas’adi, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Raja 
Grafindo, 1998), 1.

2Sayyid Hossein Nasr, Islam: Agama, Sejarah dan Peradaban, terj. Koes 
Adiwijayanto (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 6.
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an kontemporer ini dimulai sejak abad ke-19 dan awal abad ke-203 
melalui berbagai karya yang pada intinya didedikasikan untuk men-
jawab tantangan modernitas. Walaupun tidak semua karya ditulis 
oleh para spesialis, tetapi beberapa di antara karya tersebut ditulis 
oleh lex specialist; Sosiolog muda Arab, politisi, para paedagogis, 
sejarahwan, dan beberapa guru besar dalam bidang filsafat.4 Pemikir-
an kontemporer –dunia Islam-, menurutnya terbagi menjadi tiga 
kelompok: pertama kelompok intelektual Arab yang melihat bahwa 
tidak ada satupun yang bermanfaat selain sebuah revolusi budaya. 
Walau pun tidak terlalu radikal, namun kelompok ini secara umum 
cenderung kekiri-kirian dan memiliki tujuan untuk mentransformasi 
masyararakat Arab dengan cara memasukkan ide-ide dan nilai-nilai 
baru ke dalamnya. Kedua kelompok yang mempertahankan kultur 
Arab tradisional dan memakainya dalam era modern hanya jika di-
interpretasikan dan dipahami melalui cara-cara modern dan jika 
elemen-elemen tipikalnya dikembangkan dalam sinaran kebutuhan-
kebutuhan modern serta pengalaman bangsa-bangsa modern. Ketiga 
kelompok vokal intelektual Arab yang memiliki komitmen terhadap 
aspek agamis kultur Arab. Kelompok ini melihat bahwa unsur-unsur 
budaya Islami Arab sebagai suatu yang prinsipil, walaupun bukan 
satu-satunya, tetapi budaya Islami ini adalah salah satu unsur yang 
harus diunggulkan. Kelompok terakhir ini menegaskan bahwa harus 
ada eliminasi masyarakat Arab dari seluruh pengaruh luar, terutama 
dunia Barat, dan menyeru untuk kembali pada orisinalitas, esensi 
murni Islam seperti ketika ia diberlakukan pada abad-abad pertama 
dan khususnya ketika Nabi Saw. masih hidup.5

Secara spesifik, dalam ranah hukum Islam, Wael B. Halla>q 
meng  kategorisasikan dua kelompok pemikiran, tradisional dan 

3Watt, sebelumnya, telah mendiskripsikan bahwa awal mula kebangkitan Islam –
bukan karena adanya perang salib tetapi- dimulai sejak masyarakat Islam ber singgung-
an dengan komunitas bangsa Eropa khususnya ketika Vasco De Gama, pada tahun 
1498, membuka jalan laut ke India melalui Tanjung Harapan dan menyebar ke berbagai 
wilayah komunitas Islam yang berlangsung secara maraton sampai munculnya tokoh-
tokoh awal para pemikir dan pembaharu serta aktivis konservatif seperti Muh}ammad 
‘Abduh, (1849-1905), Hassa>n al-Banna> (1906-1949), Mauwdu>di> (1904-1979), sampai 
pada Qada>fi>, dan sekte Ahmadiyah. Kajian detai tema ini, lihat William Montgomery 
Watt, Fundamentalisme Islam dan Modernitas, terj. Taufik Adnan Amal (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1997), 91-127.    

4Issa J. Boulatta, Trends and Issues in Contemporary Arab Thought (New York: 
State University of New York Press, 1990), 1.

5Ibid., 2.
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sekular atau dalam istilah yang digunakannya sendiri berbentuk 
utilitarianisme keagamaan dan liberalisme keagamaan. Kelompok 
pertama (tradisional) bertujuan menerapkan shari>’ah dalam bentuk-
nya yang utuh dan kelompok kedua (sekuler) bertujuan untuk mem-
per tahankan pandangan dan satu kekuatan yang agak pinggiran dan 
berpegang pada pandangan bahwa Islam harus membatalkan (me-
rombak total) secara keseluruhan aspek keagamaan untuk merespon 
kehidupan modern.6 Kelompok kedua ini diwakili oleh nama-nama 
seperti Muh}ammad Sa’i>d al-‘Asma>wi>, Faz}lur Rah}ma>n, dan Muh}ammad 
Shah}ru>r. 

Nama yang pertama, Sa’i>d al-‘Asma>wi> akan dieksplorasi 
pemikir an hukumnya, namun dalam subyek yang spesifik seperti 
di tunjukkan dalam judul tulisan ini. Salah satu subyek kajian yang 
menjadi bidikan al-‘Asma>wi> adalah jilbab. Jilbab atau permasalah an 
yang meliputinya seringkali ditarik ke beragam arah sesuai dengan 
‘tujuan’ seorang pemikir, atau komunitas tertentu untuk tujuan-
tujuan tertentu pula. Salah satu dari berbagai arah atau tujuan itu 
adalah bahwa wilayah-wilayah pemikiran keagamaan dicampur-
aduk dengan ungkapan-ungkapan shar’i> melalui warisan ‘cerita’ 
dan keyakinan tradisional yang beredar di masyarakat (folklore)7 
yang membawa pada sulitnya membedakan antara realitas dan 
‘dugaan’ (al-wahm). Pada tataran tertentu folklore ini menjadi 
‘bagian’ dari aspek-aspek kemasyarakatan (al-muwa>z}a’a>t al-
ijtima>’iyah). Masalah jilbab ini, sebagai bagian dari permasalahan 
al-h}ija>b merupakan salah satu bentuk ‘pencampuradukan’ pemikir-
an keagamaan dengan folklore, dan pada perjalanan selanjut nya 
masyarakat berpendapat bahwa al-h}ija>b termasuk di dalamnya 
jilbab merupakan sebuah kewajiban –agama- Islam, sedangkan 
pada wilayah masyarakat yang lain menegaskan bahwa al-h}ija>b 
merupakan shi’ar politik8 yang di Indonesia mungkin ditunjuk-

6Tema detail kajian ini lihat Wael B. H{alla>q, Sejarah Teori Hukum Islam, terj. E. 
Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 
307-388.  

7Muh}ammad Sa’i>d al-‘Asma>wi>, H}aqi>qat al-H}ija>b wa H }ujjiyat al-H }adi>th (Mesir: 
Maktabah Madbu>li> al-S}aghi>r, 1995), 5 dan selanjutnya disebut al-‘Asma>wi> Folklor, 
traditional stories and beliefs. Folklore merupakan cerita dan keyakinan tradisional 
-yang beredar dalam masyarakat tertentu. Lihat Ano, English Dictionary for Student 
(Dallas: Summer Institute of Linguistics, 1992) untuk kata folklore.

8Al-‘Asma>wi>, H}aqi>qat al-H}ija>b, 6.



419Udin Safala dan Rodli Makmun, Jilbab dalam Pandangan

kan oleh partai politik tertentu untuk menunjukkan ‘identitas’ nya. 
Jika kata (al-h}ija>b) dan jilbab, Khima>r, muqna’ dan mungkin ada 
kata lain yang  memiliki famili makna dengannya berkaitan secara 
substansial dengan pernyataan bahwa rambut wanita –termasuk 
budaya ‘gelungan’ orang Jawa- merupakan bagian dari aurat atau 
tidak? Maka pada tulisan ini akan dieksplorasi pemikiran al-
‘Asma>wi> seputar permasalahan tersebut.  

SHARI >>’AH
Sebuah kata termasuk kata shari>’ah bukanlah entitas dunia yang 
dapat berbicara dengan sendirinya yang mampu menunjukkan 
makna dan maksudnya, ia merupakan susunan obyek yang makna-
nya ‘dibentuk’ dari ranah sosial, diambil dari definisi sosial.9 Kata 
shari>’ah, menurut al-‘Asma>wi>, telah ada dalam bahasa Arab se belum 
al-Qur’a>n diturunkan. Dari sisi sejarah, ternyata dapat ditemu kan 
kata yang memiliki makna yang ‘sama’ atau mirip dengan kata 
shari>’ah yang ada dalam al-Qur’a>n. Kata ini akan di eksplorasi me-
lalui kajian sejarah, khususnya munculnya kata ini dalam kitab 
Taurat dan Injil, sebelum memahami maknanya dalam bahasa Arab 
yang dipakai dalam al-Qur’a>n10 versi al-’Asma>wi>. 

Shari>’ah yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai canonical, 
law of Islam,11 atau sebagai sebuah terminologi teknis (terminus 
technicus) dapat diartikan the canon law of Isla >m (aturan hukum 
Islam, the totality of Allah’s commandments).12 Kata ini dari sisi 
terminologi juga digunakan secara identik dengan kata h}ukm-ah}ka>m, 
sinonim dengan kata shir’a yang digunakan untuk makna yang me-
rujuk pada sebuah kebiasaan masyarakat (custom), pada masa-masa 
belakangan menjadi sebuah hal yang mutlak (absolute),13 menjadi 

9Al-‘Asma>wi>, ‘Us }u>l al-Shari>’ah, terj. Luthfi Thomafi (Yogyakarta: LKiS, 2012), 
3.

10Ibid., 8.
11Kata ini (shari>’ah) merupakan bentuk singular, bentuk pluralnya shara>’i’ dapat 

berarti water hole, drinking place; approach to a water hole; law atau the revealed, or 
canonical, law of Islam. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (ed.) J. 
Milton Cowan (London: Macdonald & Evans Ltd., 1974), 466.

12Carra De Vaux, “Shari>’a”, The First Encyclopaedia of Islam, Vol. 7, (ed.) M. Th. 
Houstma, et al. (Leiden: E.J. Brill, 1987), 320.

13Derivasi kata shari>’ah, sha>ri’ digunakan untuk merujuk kepada Nabi Saw. 
sebagai penyampai (preacher) shari>’ah, namun kata ini lebih sering diaplikasikan 
untuk Allah sebagai ‘pemberi’ hukum. Ibid.  
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aturan hukum baku yang mengikat masyarakat Islam. Kata benda 
jadian (mas }dar) dari kata kerja lampau (ma>z}i) shara’a yang me-
miliki beragam makna sebagaimana diurai di atas pada dasar nya 
di hubungkan dengan kata agama dan hukum agama.14

Kata ini lebih lanjut dikenal oleh masyarakat penutur bahasa 
Arab Timur Tengah didesain secara total untuk agama-agama 
yang berdasar pada ranah kenabian (prophetic religion), karena-
nya frasa-frasa umum seperti shari>’at Mu>sa>, shari>’at al-Masi>h} 
(the law/religion of Moses or the Messiah), shari>’at al-Maju>s (the 
Zoroastrian religion), dan shari>’atuna> yang berarti agama kita dan 
merujuk pada sejumlah sistem keyakinan monoteis selalu muncul 
dalam banyak kajian yang mengeksplorasinya.15 Dalam wacana 
masyarakat muslim, shari>’ah merujuk pada aturan-aturan yang 
meng atur kehidupan masyarakat muslim, diambil dari hal-hal yang 
prinsipil tidak saja dari al-Qur’a>n, tetapi juga h}adi>th.16 Dalam 
pengerti an tersebut kata shari>’ah diasosiasikan dengan fiqh, yang 
ber arti diskusi akademik terkait dengan hukum Tuhan. Dalam ranah 
peng gunaan sekuler yang luas, eksplorasi dan analisis leksikografi 
Arab tradisional, terdapat –paling tidak- lima penggunaan kata 
shari>’ah: kata shari>’ah yang terdapat di dalam al-Qur’a>n; shari>’ah 
dalam literatur Yahudi dan Kristen; shari>’ah dalam literatur Islam; 
shari>’ah yang terkait dengan fikih; dan shari>’ah dalam tradisi 
leksikografi,17yang agak mirip dengan apa yang dieksplorasi al-
‘Asma>wi>.

Menurut al-‘Asma>wi>, kata shari>’ah atau kata yang mirip dengan-
nya ditemukan dalam Taurat (literatur Yahudi), dan ditemukan 
pula dalam bahasa Ibrani, yaitu חשכס yang dalam bahasa Arab 
di ucap kan taura>h.18 Kata shari>’at disebut dalam kitab Keluaran 
yang menjelaskan kewajiban mengenai paskah dan berlaku tidak 
saja bagi penduduk asli, tetapi juga orang asing yang tinggal di 

14Depaule J. Ch, “Shari>’ah”, The Encyclopaedia of Islam, (ed.) C.E. Bosworth at 
al. Vol. 11(Leiden: Brill, 1997), 321. 

15Ibid.
16Ibid.
17Ibid.
18Kata shai>’ah dalam bentuk bahasa Ibrani ini disebutkan dalam Taurat sebanyak 

dua ratus kali, yang mengisyaratkan pada makna “kehendak Tuhan yang diwahyukan 
sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia.” Lihat al-‘Asma>wi>, ‘Us}u>l 
al-Shari>’ah, 8-9.
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tengah mereka; kitab Imamat yang terkait dengan shari>’at kurban 
sebagai sajian untuk Tuhan.19 Sejumlah kata yang terkait dengan 
beberapa hal di atas, sebagaimana eksplorasi yang dilakukan al-
‘Asma>wi>, tidak berkaitan dengan shari>’ah yang berarti peraturan 
–undang-undang- tetapi berkaitan dengan cara (al-manhaj wa al-t}
ari>qah). Kata shari>’ah dalam pengertian aturan –undang-undang- 
(al-qa>nu>n) pertama kali muncul dalam  Taurat Mu>sa> as. dalam kitab 
Daniel yang merujuk pada undang-undang Media dan Persia, dan 
karena nya tidak terkait dengan shari>’ah Tuhan. Kata shari>’ah yang 
merujuk pada shari>’ah yang diterima Nabi Mu>sa> as. berada pada 
lima kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab-kitab yang 
–menurut al-‘Asma>wi>, diduga memuat shari>’ah, kewajiban, hukum, 
dan perintah yang diterima Nabi Mu>sa> as. yang berarti peratur-
an –undang-undang- (al-qa>nu>n), yang secara umum berlaku untuk 
segala aturan.20

Injil juga mengungkap shari>’ah, tetapi bukan melalui kata yang 
sama. Kata shari>’ah, menurut al-‘Asma>wi>, dapat ‘dibandingkan’ 
dengan kata na>mu>s, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti 
dasar, asas, landasan yang lurus (qadhi>b mustaqi >m) yang kemudian 
di maknai dengan “perbuatan untuk meluruskan sesuatu.” Selain 
di gunakan untuk makna tersebut, kata ini juga digunakan untuk 
me rujuk pada kata dasar yang digunakan sebagai ‘pengokoh’ dua 
bangun an, serta merujuk pada makna abstrak berupa aturan hukum, 
undang-undang, dan adat kebiasaan (al-taqa>li>d).21 Dalam se jumlah 
teks Injil, bagi al-‘Asma>wi>, kata namu>s mungkin diartikan sama 
dengan shari>’ah. Al-Masi>h} tidak merubah shari>’at Mu>sa> as., tetapi 
hanya mengganti makna-makna yang dimilikinya serta me rubah 
dasar-dasarnya. Yang dimaksud shari>’ah bagi al-Masi>h} adalah atur-
an dalam pengertian umum, karenanya ia berfungsi sebagai ruh 
agama, shari>’ah Mu>sa> as. sebagai sebuah aturan yang sudah ada 
sebelum al-Masi>h}.22

Shari>’ah, dalam literatur Islam, dapat ditemukan tidak saja 
dalam al-Qur’a>n, tetapi juga dalam h}adis. Kata shari>’ah muncul 

19Ada sejumlah shari>’at kurban dalam Taurat yang terkait dengan kurban bakaran, 
sajian, penghapus dosa, penebus salah, penahbisan, dan keselamatan. Ibid., 9-10.

20Kajian lebih detail topik ini, termasuk ketika kata ini digunakan dalam Talmud. 
Lihat Ibid., 15-18. 

21Kajian singkat topik ini, lihat al-‘Asma>wi>, ‘Us }u>l al-Shari>’ah, 18-19. 
22Ibid., 19.
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hanya satu kali dalam al-Qur’a>n pada surat al-Ja>thiyah: 18.23 Arti 
ayat ini adalah: “Kemudian Kami jadikan kamu berada dia atas 
suatu shari>’at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikuti lah 
shari>’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang tidak 
mengetahui.”24

Kata ini dan kata lain seperti shara’u> dalam QS. al-Shu’ara>’: 13 
dan 21 dan shir’ah yang ditemukan dalam QS. al-Ma>’idah: 4825 belum 
menjadi istilah teknis, karena istilah teknis kata ini di kembalikan pada 
al-Qur’a>n khususnya QS. al-Shu’ara>’: 17 (versi penanggalan Nöldeke-
Schwally) yang merujuk pada periode Makkah akhir.26 Definisi lama 
kata shari>’ah diberikan al-T{aba>ri me lalui al-Qur’a>n bahwa ia terdiri 
dari hukum waris, h}add hukum an, perintah dan larangan.27 Dalam 
sistem –hukum- setelah itu kata shari>’ah dan shar’u dipahami sebagai 
perintah Allah yang di kait kan dengan aktivitas manusia, yang 
memiliki relasi dengan etika (adab dan akhlak), fikih, ilmu tafsir dan 
h}adis. Namun seringkali kata ini digunakan bersinonim dengan kata 
fiqh, dan us}u>l al-fiqh dengan nama us}u>l al-shar’i. Menurut pandangan 
orthodox, shari>’ah merupakan basis (mansha’) untuk menjastifikasi 
perbuatan baik atau buruk yang hanya datang dari Allah. Perintah 
shari>’ah di fokus kan untuk memenuhi bentuk-bentuk –tindakan- yang 
tampak dan telah ditentukan sebelumnya, dan sebagai justifikasi 
hukum segala tindakan yang didasarkan padanya, atau sebagai 

23Carra De Vaux, “Shari>’a”, The First Encyclopaedia of Islam, Vol. 7, (ed.) M. 
Th. Houstma, et al (Leiden: E.J. Brill, 1987), 321.  Lihat juga al-‘Asma>wi>,‘Us }u>l al-
Shari>’ah, 19. 

24Mujamma’ Kha>dim al-H{aramain al-Shari>fain al-Malik al-Fahd, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya  (Madi>nah al-Munawwarah: Mujamma’, 1990), 817. 

25Al-‘Asma>wi>, ‘Us }u>l al-Shari>’ah, 10-20.
26Model penanggalan turunnya ayat al-Qur’a>n versi barat khususnya yang 

dikembangkan Teodor Nöldeke, Schwally, dan dikembangkan oleh Richar Bell, di-
sempurnakan oleh Watt berbeda dengan versi Islam; namun QS. al-Nu>r versi Nöldeke 
berada pada masa Madi>nah, sama dengan versi Islam khususnya yang ter dapat dalam 
Mus}h}af Uthma>ni> yang termasuk surat mada>niyah. Surat-surat al-Qur’a>n yang di turun-
kan pada periode Madinah tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan 
periode Makkah akhir, gaya bahasa relatif sama, namun Nabi Saw. Telah di kenal 
oleh seluruh komunitas, dan wahyu memuat hukum-hukum dan aturan-atur an bagi 
komunitas Islam. Seringkali masyarakat (orang-orang tertentu) menjadi bidik an 
langsung wahyu. Beberapa komentar terkait sejumlah peristiwa disebutkan dan mem-
buatnya lebih jelas.. Lihat W. Montgomary Watt, Bell’s Introduction to the Qur’an 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1970/7), 108- 120 khususnya 109-111. Lihat 
juga. Vaux, “Shari>’a”,  320. 

27Voux, “Shari>’ah”, 320.
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putusan peradil an (judicial verdict) yang difokuskan pada hal-hal 
luar (external circumstances) yang kontradiktif dengan kesadaran 
dan perasaan ke agamaan sebagai tanggung jawab pribadi dalam 
hubungannya dengan Allah.28

Karena alasan inilah kata shari>’ah bukanlah ‘hukum’ dalam 
pengerti an modern, karena ia memuat hal yang jauh lebih banyak 
dari pada yang ia miliki. Ia memuat sebuah doktrin yang sempurna 
dari etika agama, politik, sosial, kehidupan privat dan publik -dan 
banyak hal- ‘tanpa batas’. Kata ini, sebagaimana diurai Voux, dapat 
di kelompokkan menjadi dua kategori utama sesuai dengan subyek 
kajian: (1) aturan-aturan yang terkait dengan ibadah dan kewajib an 
ritus (regulations relating to worship and ritual duties); (2) aturan-
aturan dasar hukum dan politik (regulations of a juridical and 
political nature).29 Dua hal ini benar-benar sesuai dengan pandang-
an komunitas muslim, walaupun yang pertama yang disebut sebagai 
iba>dah sangat terkait dengan hubungan individu dengan Allah. 

Pada satu sisi, shari>’ah ini, menurut al-’Asma>wi>, berarti 
metode (al-manhaj) atau cara (al-t}ari>qah), namun di sisi yang lain ia 
berupa –seperti yang ditegaskan Voux, “agama yang berisi berbagai 
perintah yang digariskan Allah seperti shalat, puasa, zakat, haji, 
dan segala amal perbuatan yang baik,” semua bentuk peraturan 
agama selain hukum mu’a>malah.30 Namun, bagi al-‘Asma>wi>, kata 
shari>’ah dalam ranah fikih Islam telah mengalami perubahan makna 
sebagi mana kata “Taurat” dalam tradisi Yahudi. Shari>’ah yang 
se  mula dapat berarti cara, metode berubah dan berarti menjadi 
jalan agama, aturan iba>dah, legislasi hukum, dan mu’a>malah. Hal 
ini membawanya pada makna bahwa ia merupakan semua hukum 
agama, aturan iba>dah, legislasi hukum, dan mu’a>malah; semua yang 
ter muat dalam h}adis Nabi Saw.; semua pendapat para juris Islam 
(fuqaha>’), mufassir, pandangan para komentar, dan ajaran-ajaran 
tokoh agama.31 Karena itu sumber-sumber hukum shari>’ah, bagi al-
‘Asma>wi>, telah melampaui kata shari>’ah yang ada dalam al-Qur’a>n 
dan h}adis Nabi Saw., bahkan melampaui ijma>’ dan qiya>s.

Kerangka teori al-‘Asma>wi> pada dasarnya ingin membeda-
kan antara agama sebagai ide murni dengan pemikiran yang ber-

28Ibid., 321.
29Ibid.
30Al-‘Asma>wi>, Us }u>l al-Shari>’ah, 20.
31Ibid., 23.
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fungsi sebagai uraian detail terkait ide murni tersebut.32 Tujuan 
utama, pendekatan yang dianutnya, yaitu pendekatan liberalis, 
adalah memahami bahwa teks wahyu tidak tergantung pada suatu 
penafsiran literalis, tetapi lebih pada penafsiran terhadap semangat 
dan tujuan yang ada di balik bahasa khusus teks wahyu. Pemikir an 
agama adalah hasil pemikiran kreatif (ijtihad) manusia dan selalu 
ter kait dengan masyarakat tertentu dalam waktu dan tempat ter-
tentu pula serta sejarah yang melingkupi masyarakat tersebut yang 
akan tampak dalam beragam tema kajian, termasuk jilbab.   

JILBAB DALAM PANDANGAN AL-‘ASMA <WI<
Pandangan al-‘Asma>wi> terkait masalah jilbab pada dasarnya 
menjadi bagian dari perdebatan dua mainstream pemikiran di Mesir 
pada tahun 90an, satu kelompok diwakili T{ant}awi> dan kelompok 
lain nya diwakili al-‘Asma>wi>. Kontroversi tersebut terjadi melalui 
media cetak33 yang berbeda di Mesir. Pada kajian berikut akan 
di eksplorasi kajian masing-masing kelompok dengan beragam 
bangun an argumentasi yang ditawarkan.

Kelompok pertama diwakili oleh T{ant{a>wi> yang juga mewakili 
pandangan tradisional yang membantah pemikiran al-‘Asma>wi>. 
Kontroversi tersebut sejatinya menggunakan dasar teologis yang 
sama, yakni tiga (3) ayat dalam al-Qur’a>n dan satu atau beberapa 
hadi>th sebagai penguat argumentasi hukum yang mereka eksplorasi. 
Tiga ayat al-Qur’a>n tersebut adalah QS.al-Ah}za>b:53; QS. al-Nu>r: 
31; dan al-Ah}za>b: 59.

Ayat pertama yang menjadi pembahasan tentang jilbab sbagi 
berikut:

“Ya> ayyuha> al-laz}i>na ‘a>manu> la> tadkhulu> buyu>ta al-Nabiy illla> ‘an 
yu’dhana lakum ‘ila> t}a’a>min ghaira na>d}iri>na ‘ina>hu wa la>kin ‘iz}a> 
du’i>tum fa ‘adkhulu> fa ‘iz}a> t}a’imtum fa ‘antashiru> wa la> musta’nisi>na 
lih}adi>thin, ‘Inna dha>likum ka>na yu’dhi> al-Nabiyya fa yastah}yi> minkum, 
wa Alla>hu la> yastah}yi> min al-h}aqq, wa idha> sa’altumu>hunna mata>’an 
fa as’alu>hunna min wara>’i h}ija>bin, dha>likum ‘at}haru liqulu>bikum 

32Wael B. Halla>q, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Us}u>l al-Fiqh 
Madhhab Sunni, terj. E. Kusnadiningrat & Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: Raja 
Grafindo, 2000), 345. 

33Kontroversi ini terjadi antara bulan April sampai dengan Juni tahun 1994 di se-
jumlah koran, majalah, dan jurnal yang berbeda. Lihat al-’Asma>wi>, H{aqi>qat al-H{ija>b 
wa Hujjiyat al-H{adi>th (Mesir: Maktabah Madbu>li> al-S}aghi>r, 1995), 25-43.   
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wa qulu>binna, wa ma> ka>na lakum ‘an tu’dhu> Rasu>l Alla>hi wa la> ‘an 
tankih}u> ‘azwa>jahu> min ba’dihi> ‘abadan, ‘inna dha>likum ka>na ‘inda 
Alla>hi ‘ad}i>ma>.” QS. al-Ah}za>b: 5334  

Menurut, T}ant}a>wi, ayat ini tidak semata-mata diperuntukkan 
bagi para isteri Nabi Saw. sebagaimana uraian al-’Asma>wi>. Menurut -
nya, ayat ini juga dijadikan landasan hukum bagi para wanita mukmin 
karena permasalahan tersebut berkaitan dengan hukum shara’ (al-
hukm al-shar’iy) yang mengajak pada kebaikan moral, dan tidak dapat 
dimasukkan pada wilayah takhshi>s}. Dalam ayat tersebut terdapat teks 
yang berbunyi “dha>likum at}haru liqulu>bikum wa qulu>bihinna.” Yang, 
menurut T}ant}a>wi>, berfungsi sebagai general ratio legis (‘illah ‘a>mmah) 
yang menunjuk kan pada keumuman hukum, yaitu bahwa semua laki-
laki dan wanita dalam setiap masa dan waktu harus menjaga hati dan 
jiwa mereka. Secara tegas, ayat tersebut menunjukkan kewajib an 
–adanya- h}ija>b sebagai hukum yang berlaku umum, tidak hanya di-
peruntuk kan bagi para isteri Nabi walaupun lafad} teks dituju kan secara 
khusus bagi mereka (para isteri Nabi Saw.) bahwa keumum an ‘illah 
berarti harus memperlakukan keumuman hukum.35

Dalam ayat yang lain, yaitu QS. al-Nu>r: 31:
“Wa qul li al-mu’mina>ti yaghz}uz}na min abs}a>rihinna wa yah}fad}
na furu>jahunna wa la> yubdi>na zi>natahunna illa> ma> d}ahara minha>, 
wa al-yaz}ribna bi khumurihinna ‘ala> juyu>bihinna. Wa la> yubdi>na 
zi>natahunna illa> li bu’u>latihinna aw a>ba>’ihinna aw aba>’i bu’u>latihinna 
aw abna>’ihinna aw abna>’i bu’u>latihinna aw ikhwa>nihinna aw bani> 
ikhwa>nihinna aw bani> akhawa>tihinna aw nisa>’ihinna aw ma> malakat 
aima>nuhunna aw il-ta>bi’i>na gairi uli> al-irbati min al-rija>li aw al-t}

34“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi 
kecuali jika kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu 
masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai 
makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang 
demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh 
kamu keluar), dan Alla>h tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta 
sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang 
tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh 
kamu menyakiti (hati) rasu>l Alla>h dan tidak boleh (pula) mengawini isteri-isteri nya 
selamanya sesudan beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu amat besar (dosanya) di 
sisi Alla>h” QS. al-Ahza>b: 53. Lihat al-Fahd, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 677.   

35T}ant}a>wi> juga menyitir ima>m al-Qurt}u>bi yang tafsirnya banyak dijadikan 
landasan argumentasi al-’Asma>wi>, Qurt}u>bi>, dalam mengurai problem kesembilan tafsir 
teks ayat di atas juga memasukkan semua wanita dari sisi makna yang dikandungnya. 
Lihat al-’Asma>wi>, H{aqi>qat al-Hija>b, 26.
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ifli al-ladhi>na lam yad}haru> ‘ala> ‘aura>t al-nisa>’i, wa la> yaz}ribna bi 
arjulihinna liyu’lama ma> yukhfi>na min zi>natihinna, wa tu>bu> ila> Alla>hi 
jami>’an ayyuha al-mu’minu>n la’allakum tuflih}u>na,” QS. al-Nu>r: 3136

T{ant}a>wi> melihat teks ayat ini, tidak seperti al-’Asma>wi> yang 
‘meng abaikan’ penafsiran teks sebelum dan sesudahnya, sejatinya 
ter fokus (mah}all al-sha>hid) pada al-h}ija>b “wa la> yubdi>na zi>natahunna 
illa> ma> d}ahara minha>”  yang ditafsirkannya “…… dan jangan  lah 
para wanita mukmin itu menampakkan aurat (‘perhiasan’) mereka 
kecuali wajah dan kedua telapak tangan mereka kepada selain para 
suami mereka atau ……” Fokus teks tersebut, bagi T}ant}a>wi>, adalah 
larangan menampakkan aurat pada laki-laki lain selain pengecuali  an 
yang disebut dalam teks ayat dengan alasan dikhawatirkan timbul  nya 
fitnah. Terdapat beragam pendapat ula>ma>’ terkait teks “ma> yad}huru 
min al-zi>nah”, Sa’i>d ibn Jabi>r, ‘At}a>’ dan al-Awza>’i> menafsiri teks 
tersebut dengan al-wajhu wa al-kaffa>ni.37 Karena secara umum aurat 
yang nampak adalah wajah dan dua telapak tangan tidak saja pada 
ranah ibadah, tetapi juga pada ranah budaya, maka kedua anggota 
badan inilah, bagi T{ant}a>wi, yang lebih kuat karena alasan moral, 
kehati-hatian (ikhtiya>t}) dan mem bentengi dekadensi moral pada tiap 
masa.38 Melalui argumentasi teologis tersebut, ia berkesimpulan 
bahwa para wanita muslimah harus me nutupi aurat mereka; menutupi 
rambut mereka, menutupi leher serta dada mereka dengan kain 
‘kerudung’ penutup (khumur).39

36“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandang an mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka me-
nampak kan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendak-
lah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah me nampakkan 
perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 
mereka, atau putere-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-
saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak 
yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai ke ingin-
an (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. 
Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyi kan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang 
yang beriman supaya kamu beruntung” QS. al-Nu>r: 31. Al-Fahd, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya, 548. 

37Al-’Asma>wi>, H{aqi>qat al-Hija>b, 27. 
38Ibid.
39Khumur (khima>r-akhmirah) menurut Wehr adalah veil covering head and face 

of a woman. Lihat Hans Wehr, A Dictionary, 261 dalam kamus English Dictionari for 
Students, kata veil berarti light cloth which can cover a woman’s head or face. 
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Dalil ketiga yang jadi kontroversi di Mesir pada tahun 1990an 
ini adalah QS. al-Ah}za>b: 59, sebagai berikut:

“Ya> ayyuha> al-Nabiy qul li azwa>jika wa bana>tika wa nisa>’i al-
mu’mini>na yudni>na ‘alaihinna min jala>bi>bihinna, dha>lika adna> an 
yu’rafna fa la> yu’dhaina, wa ka>na Alla>hu ghafu>ran rah}i>ma>.”40

Ayat ini, menurut kelompok pertama yang diwakili T{ant}a>wi>, 
menjelaskan dengan tegas bahwa Alla>h memerintah Nabi Saw. agar 
memerintah para isteri dan puterinya serta para wanita mukmin untuk 
menutupi seluruh anggota tubuhnya -yang dianggap aurat- supaya 
lebih dikenali, disamping membedakannya dengan pada budak (ima>’) 
agar tidak mendapat gangguan dari orang-orang musyrik yang tidak 
bertanggungjawab, tidak memiliki moral karena ada ‘penyakit’ 
dalam hati mereka. Bagi eksponen ini yang di maksud dengan nisa>’ 
al-mu’mini>n adalah para wanita tidak saja yang merdeka, tetapi juga 
para wanita budak, karenanya perintah memakai jilbab dikenakan 
bagi mereka semua tanpa ada pengecualian.41

Kontroversi antara dua kubu ula>ma>’ ini sejatinya bukan pada 
ranah jilbab belaka, karena jilbab hanyalah rentetan kontroversi 
yang muncul karena –mungkin- ketidaksepakatan al-‘Asma>wi> 
terhadap penafsiran T{ant}a>wi> pada beberapa hal, termasuk fatwanya 
ter kait sewa rumah di Mesir saat itu.42 

Kelompok kedua yang diwakili T{ant}a>wi> berargumen bahwa 
ayat al-hija>b dalam QS. al-Ahza>b: 35 sejatinya ‘audience’nya 

40“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan 
isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 
tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena 
itu mereka tidak diganggu. Dan Alla>h adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 
QS. al-Ahza>b: 59. al-Fahd, Al-Qur’an dan Terjemahnya ,678.

41Al-‘Asma>wi>, H {aqi>qat al-Hija>b, 28-29. T{ant}a>wi> juga menolak dua h}adith 
Nabi Saw. yang dijadikan al-’Asma>wi> untuk mempertahankan gagasan hukum yang 
dieksplorasinya. 

42Ketidaksetujuan al-‘Asma>wi> dipicu karena “fatwa” yang tidak mengikat dijadi-
kan landasan banyak masyarakat Mesir untuk menetapkan rentang waktu sewa rumah 
bagi para penyewa rumah di negeri ini. Menurut T{ant}a>wi> sewa rumah tidak boleh 
melebihi delapan atau sepuluh tahun, tanpa ada perpanjangan kontrak baru dengan 
harga baru pula, yang secara konstitusi diperbolehkan dan rentang waktu tidak 
ditentukan, boleh lima tahun, boleh kurang dari lima tahun atau lebih. Alasan ketidak-
sepakatan al-‘Asma>wi> adalah bahwa T{ant}a>wi> mendasarkan fatwanya pada QS. al-Qas}
as: 27 yang sejatinya berkaitan dengan cerita Nabi Mu>sa> as. dengan Nabi Shuayb as. 
dan kedua puterinya (S{afira dan S{afu>ra) yang intinya pada teks delapan dan sepuluh 
tahun. Ibid., 35.  



428 Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 415-433

adalah orang-orang mukmin; kata hija>b dari sisi bahasa atau 
budaya (lughatan wa ‘urfan) pada masa diturunkannya al-Qur’a>n 
berarti al-sa>tir –melalui lisa>n al-‘Arab- al-‘Asma>wi> menjelaskan 
bahwa kata h}ija>b berarti sa>tir sesuai dengan asbab al-nuzu>l ayat 
tersebut. Ayat tersebut, baginya, diturunkan khusus pada para isteri 
Nabi Saw. dengan tujuan untuk menempatkan para isteri beliau 
di belakang sa>tir agar tidak dapat melihat para laki-laki mukmin 
dan tidak dapat dilihat mereka.43 Ayat ini turun berkaitan dengan 
‘pesta nika>h}’ Nabi Saw. dengan Zainab binti Jah}sh (imra’at Zayd), 
tatkala Nabi Saw. mengundang banyak orang. Namun ketika para 
tamu undangan pesta nikah ini telah selesai menyantap hidangan, 
terdapat sebagian undangan yang tetap di tempat dan bercengkrama 
di rumah Nabi sampai Zainab memalingkan wajahnya ke dinding, 
dan nabi merasa berat –untuk meminta mereka pulang-, karena 
kasus itulah ayat ini turun. Al-Qurt}u>bi> menafsirkan teks ini dengan 
perintah untuk makan hidangan pesta nikah, namun setelah selesai 
di perintah untuk segera pulang, bukan tetap duduk lama sambil ber-
cengkrama.44 Secara garis besar ayat ini menjelaskan tiga hal: (1) 
Ayat ini terkait dengan tatacara orang mukmin tatkala berada pada 
pesta hidangan nikah Nabi Saw.; (2) Perintah untuk meletakkan sa>t}
ir yang berfungsi untuk memisahkan para isteri Nabi Saw. dengan 
laki-laki mukmin; (3) Larangan untuk tidak menikahi isteri Nabi 
Saw. setelah beliau wafat. Eksplorasi al-‘Asma>wi> sampai pada pen-
jelasan bahwa ayat ini, jauh atau dekat, tidak sampai pada sebuah 
kewajiban untuk menutup kepala wanita mukmin, karena kata ghit}a>’, 
‘penutup’ kepala tidak tepat jika digunakan sebagai pengganti kata 
h}ija>b.45 Ratio legis (illat al-hu}km) ayat ini sejatinya tidak terkait 
dengan urusan agama, dan karenanya tidak dapat dikaitkan dengan 
persoalan agama karena h}ija>b yang berarti sa>tir memiliki implikasi 
makna ‘ilmi>.46 

Dalam kontroversi ayat kedua QS. al-Nu>r: 31, al-‘Asma>wi> me-
negaskan bahwa para wanita pada masa Nabi Saw. menutupi kepala 

43Ibid., 36.
44Ada satu atau dua versi sabab al-nuzu>l  lain yang dimunculkan al-’Asma>wi>, 

kajian singkat topik ini, lihat. Ibid., 14.
45Argumen al-’Asma>wi> walaupun tidak panjang karena hanya dua atau tiga 

halaman saja, namun cukup dapat mewakili sanggahannya terhadapa makna h}ija>b 
yang tidak sama dengan kata ghit}a>’. Beberapa statemen al-Asma>wi> masih nampak 
bahasa media, bukan jurnal ilmiah. Lihat. Ibid., 36-37.

46Ibid., 36.
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mereka dengan khumur atau kain semacam kerudung (muqna’-
maqa>ni’) untuk menutupi kepala mereka, namun dada atas dan leher 
tidak tertutupi. Ayat tiga-puluh satu surat al-Nu>r tersebut, menurut 
Al-’Asma>wi> memerintahkan mereka untuk menutupi dada karena 
di anggap ‘aurat sebagai ganti adat (budaya masyarakat waktu 
itu). Namun ayat, sebagaimana tampak dengan jelas, menunjuk-
kan bahwa hal tersebut merupakan gaya atau mode pakaian yang 
sudah umum (uslu>b47 malbas ka>na sha>’i’an) dengan tujuan menutup 
dada agar tidak nampak, tidak sampai pada memakai penutup 
untuk menutupi kepala. Lebih jauh, al-‘Asma>wi> menjelas kan 
bahwa pakaian (malbas) merupakan bagian dari permasalahan al-
‘urf, sebuah kebiasaan (traditional, conventional, usual, common, 
customary, dan habitual) dan adat atau budaya masyarakat ter-
tentu (al-‘a>da>t), bukan merupakan urusan kewajiban (al-furu>z}) 
dan ibadah.48 ‘Aurat yang menurut T{ant}a>wi> harus ditutupi kecuali 
wajah dan tangan disanggah al-‘Asma>wi> dengan menyata kan 
bahwa hal tersebut, bersama-sama dengan banyak permasalah an 
lain termasuk di antaranya adalah rambut dan suara wanita, masih 
menjadi perselisihan para juris Islam klasik. Jika rambut, suara, 
dada, dan leher merupakan aurat maka seorang laki-laki tidak boleh 
melihat aurat tersebut; wanita muslimah tidak boleh bekerja di luar 
rumah; wanita muslimah tidak memiliki hak untuk bersosialisasi 
dengan para laki-laki di berbagai tempat, di jalan raya serta tempat-
tempat transportasi lainnya.

Illat al-h}ukm dalam surat al-Nu>r  ayat 31 di atas, menurut 
al-‘Asma>wi> dapat berupa: (1) ia berkaitan dengan kebiasaan 
masyarakat saat turunnya ayat, …. (2) Illat al-h}ukm yang paling 
valid dari ayat ini adalah untuk membedakan antara para wanita 
mukmin dengan wanita non-mukmin yang membuka dada mereka 
dalam pakaian, dan hal ini disamakan al-‘Asma>wi> dengan h{adi>th 
Nabi Saw. yang ditujukan bagi para laki-laki Ikhfau> al-shawa>riba 
wa akhliqu> al-lih}ya, dan h}adi>th ini hampir disepakati para juris 
Islam klasik sebagai h}adi>th yang berlaku temporer.49 Kesimpul an 
akhir Al-’Asma>wi> adalah bahwa tujuan utama dari ayat tersebut, 

47Uslu>b – Asa>li>b menurut Wehr memiliki makna beragam, ia dapat berarti 
method, way, procedure; course; manner, mode, fashion; style dan beberapa makna 
lain nya. Lihat Wehr, A Dictionary, 420.

48Al-‘Asma>wi>, ‘Usu >l al-Shari>ah, 37.
49Ibid., 16.



430 Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 415-433

termasuk h}adi>th Nabi Saw. di atas, adalah untuk membeda kan 
antara para wanita mukmin dengan wanita non-mukmin dan antara 
laki-laki mukmin dengan laki-laki non-mukmin, dan hukum yang 
berlaku adalah temporer, terkait dengan masa tertentu selama 
fungsi itu dapat dijadikan parameter pertimbangan, bukan hukum 
yang berlaku selamanya.

Kontroversi ayat terakhir yang menjadi perdebatan, sebagi-
mana teks di atas adalah QS. al-Ah}za>b: 59. Sabab al-nuzu>l ayat 
tersebut adalah kesamaan atau tumpang-tindihnya (al-tabadhdhul) 
ke biasaan para wanita Arab masa itu dengan kebiasaan para wanita 
budak (pada masa ketika masih berlangsungnya perbudakan), yakni 
bahwa mereka sama-sama membuka wajah mereka. Para wanita 
tidak saja yang muslimah, tetapi juga yang budak pada masa Nabi 
Saw. membuang hajat, mandi, dan keperluan yang semacam nya 
tidak dilakukan di kamar mandi atau kakus (WC) (al-kunu>f, dawra >t 
al-miya>h) yang berada di dalam rumah seperti sekarang ini –karena 
memang budaya masa itu masih relatif tradisional-, tetapi mereka 
melakukannya jauh di luar rumah, di tempat semacam MCK umum 
saat ini, namun berada di tanah lapang. Karena aktivitas tersebut 
dilakukan jauh di luar rumah, di tanah lapang. maka terdapat sebagi-
an laki-laki yang tidak bertanggung jawab (‘hidung belang’), kurang 
ajar, biadab atau al-fujja>r50 mengganggu para wanita mukmin yang 
merdeka karena dianggap budak atau wanita lacur. Karena itu ayat 
di atas tidak difungsikan sebagai sebuah beban kewajiban agama 
me lainkan sebagai bentuk deferensiasi antara wanita mukmin yang 
merdeka dengan wanita budak dan wanita ‘lacur’ agar tidak di-
ganggu lagi oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Hal lain yang mungkin tidak kalah pentingnya untuk dieksplorasi 
di sini adalah sebuah kajian terkait dengan ranah ‘us}u>l al-fiqh. Dalam 
ranah kajian keilmuan ini, paling tidak terdapat sebuah konsep 
yang dapat dipertimbangkan dalam hubungannya dengan h}ija>b 
atau jilbab yang menjadi kontroversi di atas. Membincang sebuah 
kajian hukum khususnya dalam Islam, maka penetapan sebuah 
hukum yang didasarkan atas sumber hukum Islam al-Qur’a>n dan 
al-sunnah tidak lepas dari illah. Illat al-h}ukm atau ratio legis dalam 

50Hans Wehr memberikan makna beragam terkait kata ini, fa>jir – fujja>r: libertine, 
profligate, debauchee, roué, rake; adulterer; liar; insolent, impudent, shameless, dan 
brazen. Lihat Wehr, A Dictionary, 697.
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‘us}u>l al-fiqh selalu dependen dengan –diberlakukannya- hukum. 
‘dependensi’ hukum dengan ratio legis membentuk kaidah hukum 
yang berbunyi al-h}ukm yadu>ru ma’a al-illati wuju>dan wa ‘adaman. 
Dependensi tersebut membawa pada pemahaman sebagaimana di-
ungkap dalam H{aqi>qat al-h}ija>b wa h}ujjiyat al-h}adi>th. Jika ratio 
legis dapat ditemukan dalam sebuah hukum, maka hukum tersebut 
dapat diberlakukan51 dan mengikat, namun apabila ratio legis telah 
tidak ada atau tidak dapat ditemukan –karena alasan tertentu- maka 
hukum yang ada mesti ditiadakan atau dihapus, walaupun dari sisi 
teks masih tetap ada. Pada kasus kontroversi jilbab ini ratio legis 
ketiga ayat yang jadi fokus utama perdebatan adalah: (1) ayat 
pertama menegaskan pada sisi ‘moralitas’ individu dalam suatu 
masyarakat tertentu, khususnya pada masa Nabi Saw. dan terkait 
dengan ‘hidangan pesta nikah’ ….dst; (2) ayat kedua memiliki ratio 
legis yang menjelaskan diferensiasi antara wanita mukmin dengan 
wanita non-mukmin yang berlaku temporal; (3) ayat terakhir ber-
kaitan dengan ratio legis yang mengurai diferensiasi antara wanita 
mukmin yang merdeka dengan budak wanita dan wanita lacur. 

Ketiga hal tersebut, dalam konteks Indonesia bahkan dunia 
saat ini sudah sulit atau bahkan tidak ada budak yang ditemu-
kan. Egaliterianisme dan humanisme yang juga jadi basis ajaran 
Islam sudah tidak mengizinkan lagi perbudakan, human trafficking, 
atau hal lain yang memiliki makna yang relatif sama. Walau pun 
dalam kasus-kasus tertentu seperti prostitusi masih sulit untuk di-
minimalisir atau bahkan dihapus dari muka bumi, karena wilayah 
ini (baca:prostitusi) merupakan ‘profesi’ yang paling tua yang di-
miliki manusia seumur dengan keberadaan manusia itu sendiri. 
Jilbab di mata masyarakat Indonesia juga menjadi sebuah hal yang 
debatable tergantung siapa dan kelompok masyarakat mana yang 
memaknainya. Bagi satu masyarakat, jilbab, kerudung atau apa pun 
namanya merupakan produk budaya yang dapat dimodifikasi se suai 
dengan lingkungan masyarakat tersebut. Namun, bagi masyarakat 
lain mungkin dimaknai seperti apa yang diyakini T{ant}a>wi>, bahkan 
dijadikan tidak saja simbol agama dan ketaatan seseorang khusus-

51Statemen di atas agak berbeda dengan teks yang diurai al-’Asma>wi>, karena 
dalam teks asli tertulis sebagai berikut: “’Inna al-h}ukma yadu>ru ma’a al-‘illati wuju >dan 
wa ‘adaman.” “fa’in wujida al-h}ukmu wujidat al-‘illah, wa idha > intafat al-‘illah intafa > 
(ay rufi’a) al-h}ukmu.” Lihat al-’Asma>wi>, H{aqiqat al-Hija>b, 18.
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nya wanita tetapi juga sebagai simbol politik seperti yang diungkap 
al-’Asma>wi> dalam masyarakat Mesir.

PENUTUP
Kontroversi jilbab yang terjadi di sejumlah media cetak Mesir pada 
dekade 90an antara kelompok konservatif yang diwakili T{ant}a>wi> 
dengan kelompok ‘liberal’ yang diwakili al-‘Asma>wi> sejati nya 
imbas dari beragam permasalahan, khususnya hukum positif Mesir 
ter kait kontrak sewa rumah yang seharusnya mengikat, namun 
sering kali tidak dijadikan pijakan masyarakat karena ada fatwa 
yang memiliki konsekwensi hukum yang berbeda. Kontroversi 
yang terjadi terkait dengan jilbab ini pada dasarnya tertumpu pada 
wilayah ratio legis; satu kelompok (konservatif) memaknai bahwa 
ratio legis yang berlaku pada semua ayat adalah umum, dan karena 
itu berjilbab bagi wanita muslimah yang sudah mencapai usia dewasa 
merupakan sebuah kewajiban agama. Kelompok lain, diwakili al-
‘Asma>wi> menegaskan bahwa jilbab bukan sebuah kewajiban agama 
karena ratio legis ketiga ayat yang dijadikan landasan argumentasi 
hukum sudah tidak ada lagi, ia (jilbab) merupakan produk budaya 
yang menjadi trend dan kebiasaan masyarakat waktu itu, dan 
dalam wilayah masyarakat yang berbeda dapat dimodifikasi dalam 
beragam mode.

Masing-masing pemikiran keagamaan kelompok di atas 
merupakan hasil pemikiran kreatif (ijtiha>d) manusia yang salah 
satu nya berbentuk fatwa. Fatwa merupakan wilayah hukum, di 
Indonesia, yang tidak mengikat dan dapat dijalankan atau tidak 
sama sekali. Contoh di Indonesia yang barangkali sesuai untuk kasus 
ini adalah model ‘gelungan’ orang Jawa, atau rambut yang dibiar-
kan ter buka tanpa penutup sama sekali. Hal ini dapat dibenarkan 
karena sebuah ijtihad tidak dapat menghapus ijtihad lain yang nota 
bene sama-sama tidak mengikat pada masyarakat.

Melalui teori lain, khususnya maqa>s}id al-shari >’ah para juris 
klasik, mungkin dua kontroversi ini dapat didamaikan. Teori al-
Juwayni, al-Ghaza>li> atau lainnya dalam ranah ini –mungkin- dapat 
dijadikan pisau analisis namun dengan eksplorasi yang agak panjang 
melalui tulisan lain.
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